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PENGUMUMAN Kabinet
hari pelantikan Prabowo Su
Rakabumngaka sebagai

; e i tindak lan-

sisa APBN 2024 terserap
secara optimal, sesuai dengan
- Asta Cita, dan DIPA APBN
2025 dapat diselesaikan sebe-
lum memasuki tahun 2025,
- Kekosongan aturan untuk
pengelolaan APBN, apabila
terjadi perubahan kemen-
terian dan sisa waktu
tersedia harus disikapi se-
cara bijak. Kemungkinan sisa
- APBN 2024 tidak terserap se-

postur Kabmet Merah Putxh
sebanyak 48 kementenfhn.
Perpres pertama yang di-
tandatangam Prabowo pada

sampai ke tangan rakyat
Mantan Ketua Himpunan

Kerukunan Tani Indonesia

(HKTTI) ini mencanangkan In-

: kebuakan

Menten

pres 139/2024 memas-

terian su ah ;
lumnya. Pros
revisi UU No 3
Kementerian !

nanya cukup terse-
dia pada DIPA. Konstruksi
DIPA terbangun dari ke-
menterian, bagian anggaran,

- program, unit kerja, dan ke-

giatan. R-APBN 2025 terdiri
dari pendapatan Rp2.996,87

triliun, belanja Rp3.613,06 tril-
- iun, dan pembiayaan Rp616,19

triliun.

Belanja APBN terbagi
atas belanja pemerintah pusat
sebesar Rp2.693,19 triliun
serta transfer ke daerah dan
dana desa Rp919,87 triliun. Se-
lanjutnya belanja pemermtah
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pa .
sebelumnya sebanyak 8
terdiri dari §4erme

dapat melakukan perubahan

UU APBN tanpa persetujuan

DPR dengan menerbitkan

perpres perubahan rincian
- APBN 2025. i

Namun, berselang lebih

satu bulan sejak persetujuan,

RUU APBN 2025 belum kun-

jung ditetapkan menjadi UU

APBN. Padahal UU APBN

2025 memberikan mandat

kepada Prabowo melakukan

perubahan APBN tanpa per-

setujuan DPR menyangkut

beberapa kondisi berikut. Per-

tama, pergeseran anggaran

antarprogram dalam rangka

penyelesaian restrukturisasi

K/L untuk merespons pe-
rubahan kementerian.

Kedua, pergeseran ang-

garan antarprogram dalam

ari APBN bagian anggaran

non-K/L ke bagian anggaran

kementerian untuk penyedi-
aan DIPA bagi dua kement-
erianbaru.

Ada beberapa prioritas
tugas Presiden Prabowo yang
harus disiapkan = Menteri
Sekretaris Negara. Pertama,
menerbitkan perpres men-
genai tiap-tiap kementerian
yang baru dan berubah, di
mana tugas pokok, fungsi, we-
wenang, dan tanggung jawab
sampai tingkat pejabat eselon
I diatur dengan jelas. Kedua,
menerbitkan UU APBN Ta-
hun 2025, sekaligus menetap-
kan perpres tentang rincian
APBN 2025. Ketiga, menetap-
kan perpres tentang peruba-

. han rincian APBN 2025 sesuai

bagian anggaran dan program
hasil restrukturisasi lembaga
dan program yang baru. - -

- Selanjutnya, para menteri
harus menyiapkan peraturan
menteri mengenai s
organisasi tata kerja (SOTK)
masing-masing. SOTK ini
menjadi dasar penyiapan
DIPA sesuai hasil restruk-
turisasi  kelembagaan dan
program. Dengan demikian,
Presiden dapat menyerahkan
DIPA 2025 kepada para men-
teri sebelum tahun anggaran

. 2025.

Jargon ‘oke gas’ yang di-
kumandangkan Prabowo se-
lama kampanye Pilpres 2024
harus dibuktikan dengan
karya nyata. Publik mena-
ruh harapan besar dalam

~ kurun 100 hari sejak dilan-

tik sampai 31 Januari 2025,
tujuh program quick win se-
bagai unggulan pada APBN
2025 senilai Rpl2l triliun
telah masuk tahap eksekusi.

.Untuk itu, pembekalan ke-

pada para anggota kabinet
sebelum menunaikan tugas
mampu  mentransformasi
gagasan besar Prabowo se-
bagai presiden untuk perse-
mbahan kepada masyarakat
miskin dan lapisan bawah.
Dukungan APBN untuk
Asta Cita harus dilakukan me-
lalui penyesuaian arsitektur
APBN 2025. Dalam tiga tahun
postur APBN mencerminkan
penurunan porsi belanja K/L
terhadap belanja pemerin-
tah pusat. Porsi belanja K/L
terhadap belanja pemerintah
pusat mengalami penurunan,
yakni realisasi APBN 2023
sebesar 52%, APBN 2024
sebesar 44%, dan RAPBN

2025 sebesar 36%. Guna
mewujudkan an besar
Prabowo, arsitektur APBN

2025 perlu disesuaikan untuk

" mencapai postur belanja K/L

lebih besar lagi. (*)
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